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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
DENGAMN
MAJELIS HUKUM, HAM DAN KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TENTANG
FEMBERIAN LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (FOSBAKLUM)
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
Momor . W11-A31/375/PL.08//2022

Fada hari ini, Jum'at tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di

Kantor Pengadilan Agama Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. Indra Permana, 5.Kom, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pangadilan Agama Surakarta,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Surakarna yang
barkedudukan di Ji. Veteran Mo. 273 Surakaria, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Algaf Hudaya, 5.H., selaku Direkiur Majelis Hukum, HAM dan Kajan Kebijakan Publik
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Majehs Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan Publk Pimpinan Daesrah Muhammadiyah
Surakarta, yang berkedudukan di JI. Teuku Umar Ne. 5 Keprabon, Banjarsan, Koia
Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama
- sama bersepakat menjalin kerjasama untuk Pembenan Layanan Posbakum pada Pangadilan
Agama Surakarta, dengan ketenfuan sebagai berikut

BAB I
KETEMTUAN UMLM
Pasal1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta adalah ruang yang disediakan oleh dan
pada Pengadilan Agama Surakarta bagi pemberi layanan bantuan hukum guna membenkan
layanan baniuan hukum kepada Pemobon Bantuan Hukum dalam bentuk

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum,



b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
¢. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Undang - Undang Momor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi
bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma -
cuma,
. Petugas Pember layanan bantuan hukum adalah Advokat / Sarjana yang beriatar belakang
pendidikan tinggl Hukum yang berugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama
Surakarta berdasarkan kelentuan yang diatur dalam peganjian kerjasama kelembagaan
Pengadilan Agama Surakarta dengan Lembaga Pemberi layanan Pos Bantuan Hukum
{Posbakum) yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta;
. Pemchon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdin dari orang persecrangan
atau sekelompok orang di wiayah hukum Pengadilan Agama Surakartayang secaca
ekonomis lidak mampu mermbayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak Mampu
di Pengadilan, yang memeriukan bantuan unfuk menangam dan menyelesaikan perkara
hukum di Pengadilan Agama Surakana;
. Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah lembaga bantuan dan
konsultasi hukum dar unsur organisasi profesi Advokal, Perguruan Tinggl, dan Lembaga
Swadaya Masyarakat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan
atau mempunyal kantor di wilayah hukum Pengadian Agama Surakarta

BABE Il

TUJUAN DAN PRINSIP
Fasal 2

. Perjanjian kerjasama inl berfujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan
Hukum pada Pengadilan Agama Surakaria sebagai bagian dar penyelenggaraan dan
penggunaan bantuan hukum dilingkungan Peradiian Agama, yang bertanggung awab,
berkwalitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar - besamya;
Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip -
prinsig.

Keadilan;

Sederhana, cepat dan biaya ringan,

Mon Diskriminasi ;

Transparansi;

Akuntabilitas;

Efekiifitas dan Efiziensi;

Bertanggung jawab damn,

~ 8 Bap o

-

Profesional.



BAB I
RUANG LINGKUP
Fasal 3

1. Pelayanan Jasa Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadidan Agama
Surakaria,

2 Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Surakaria sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediskan oleh Pemberi layanan bantuan hukum yang
mieliputi
a. Pembenan informasl, konsultasi, atau advis hukum,

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutubkan;

t. Penyediaan informasi daftar Organisasl Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam
Urndang - Undang MNomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi
bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-
CUMma.

3 Pengaturan dan daftar Pemberi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) adalan sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kenasama in.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Fasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang dipariukan untuk Pos Bantuan Hukum, minimal
barupa satu ruangan besaria meja dan kursi;

2 Menyediakan anggaran untuk imbalan jesa bagi pemben |esa hukum, dengan kestenluan
sebagai berikut:

a. Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara
PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA;

b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya wakiu yang digunakan oleh pemberi
jasa bantuan hukum dalarm memberikan layanan, bukan pada jumlah panerima jasa yang
telah dilayani,

3 Membuat jadwal Hari kerja layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan
Agama Surakarta;

4, Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum paca Pos
Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Surskarta secara baerkala, minimal 3 (tiga) bulan
zekali;

£. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isl perjanjian ini,
berupa:;

a. Teguran Lisan,

b Teguran Terulis,



¢. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Fasal &

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA ;

1. Menunjuk petugas pember layanan bantuan hukum di Posbakum dari lembaga bantuan
hukum yang dipimpinnya;

2. Melaksanakan pembenan jasa hukum sesual han dan jam kerja yang telah ditentukan;

3, Memerintahkan Pelugas Pemberi Layanan Posbakum untuk hadir pada hari - han yang telan
ditentukan sesual denganjam kerja;

4, Menentukan jumiah Petugas Pemben Layanan Posbakum yang akan ditugaskan di
Posbakum Pangadilan Agama Surakarta,

5 Membuat daftar Petugas Pemberi Layanan Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para
Petugas Pemberi Bantuan Hukum serta mengajukannnya kepada Ketua Pengadilan Agama
Surakarta serta memberikan laporan kepada PIHAK PERTAMA,

6. Berhak mendapalkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinena yang telan
dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal [(4) Perjanjian
Kernasama ini;

7. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya
kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta;

B. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Pernanjlan Kerjasama ini,

BAB V

MASA BERLAKU
Pazal 8

Peranjian Kerjasama ini beraku untuk 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditanda
tanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen, dan berakhir pada 31
Desember 2022 sera dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran -
ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan
kekaliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesual dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku;,

BAB VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERILAYANAN POS BANTUAN HUKLIM
Pasal ¥

PIHAK KEDUA menempatkan tiga orang Petugas Pemberi Layanan pada Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Surakarta yang ddawarkan sesual dalam dokumen seleks| sederhana yang
meamenuhi syarat - syarat sebagai berkut

a. Minimal satu orang Advokat,

b, Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan atau beracara di Pengadilan;



c. Staf atau anggota yang nantinya berugas di Posbakum Pengadilan minimal Sarjana yang
berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum;

d. Apablla menyeriakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah
manempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan
salama selama bertugas ada dibawah pengawasan seorang Advokat atau Sanana Hukum.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN
FPasal 8

1. Orang atsu sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan
dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang
diperiukan;

2 Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memesnuhi persyaratan
Tidak Mampu dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan,

3. Pemben Layanan Posbakum Pengadilan akan meangkompilasi berkas perkara Penenma
layanan Posbakum Pengadian sebagal dokumeniasi Pengadilan yang terdin dari
a. Formulir permohonan:

b. Dokumen persyaratan Tidak Mampu,

¢. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan;

d. Pemyataan telah diberlkannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum
FPengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pangadilan.

4 Apabia Penerima Layanan Posbakxum Pengadilan fidak sanggup membayar biaya perkara,
maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permahonan pambebasan
biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan,

5 Apablla Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa
pendampingan disidang pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan
memberikan |nformasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadian dan daftar
Organisas: Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Momar 18
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya
yang dapat membenkan bantuan hukum cuma - cuma

BAEB VI
INDIKATOR KINERJA
Pasal &

Indikator Kinera petugas pemberi layanan bantuan hukum divkur melalui hal - hal sebagai
berikut

1. Tingkal kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;,

2 Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan,




3. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang
masuk ke Pengadilan Agama Surakarta setiap budannya;

EAB |X
KODE ETIK
Pasal 10

1. Petugas pemberi layanan pos bantuan hukum wajib mematuhl kode etik pelayanan di Pos
Bantuan Hukum sebagai berikut

Petugas Pemberi Layanan Posbakum fidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum
sekaligus kepada penggugat dan tergugat intervensi dalam perkara yang sama;

Petugas Pemberi Layanan Pesbakum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan
dan ramah serta menjunjung tingg nilai - nilai moralitas;

Petugas Pember Layanan Posbakum tidak dibenarkan membedakan keterangan dan
atau sarana yang dapal menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesalkan
perkaranya di Pengadilan Agama Surakana,

Petugas Pemberi Layanan Posbakum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya /
imbalan tambahan dalam bentuk apapun dan pemohon bantuan hukum;

Petugas Pemben Layanan Posbakum dilarang mengarabkan pemohon bantuan hukum
untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dar kantor hukum tertentu;

Petugas Pemberi Layanan Posbakum lidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain salama
menjalankan tugas pelayanan jasa hukum di Posbakum Pengadilan Agama Surakara,
selain yang 'elah ditertukan dalam Pearjanjian Kerjasama ini,

Petugas Pemberi layanan Posbakum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan
citra dan martabat Pengadilan,

Petugas Pember Layanan Posbakum tidak dibenarkan menysalahgunakan ruangan Fos
Bantuan Hukum Pengadilan Agama Surakarta unbuk kegiatan lainnya kKecuali yang telah
diteniukan dalam Perjanjian Kerjasama inj

Pembar Jasa Hukum dilarang mengatasnamakan dirinya sebagai bagian / petugas
Pengadilan Agama Surakarta

2, Hubungan antara Petugas Pemben Layanan Posbakum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Agama Surakarta harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargal dan saling
mempercayai,

3 Petupas Pemberi Layanan Posbakum harus memberikan perhatian yang sama kepada
semua pemaohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab;

Petugas Pember Layanan Posbakum bertanggung jawab unluk memberikan informasi

sebenar - benarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum
Pangadilan Agama Surakara;



BAB X
KOORDINASI
FPasal 11

. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang - kurangnya 2 (dua) kali dalam
setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul datam kaitarnya
dengan kerjasama yang dijalin ;

. Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA
PIHAK dapal berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provingi atau
Kabupaten / Kota;

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

. PARA PIHAK berkewsjiban meiakukan maontonng terhadap pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kall dalam setahun,

- PARA PIHAK berkewajiban melskukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali
terhadap peranjian Kerjasama ini.

BAEB X
PEMEIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang timbul sebagai akibat dar pelaksanaan Perjanjian Kenasama ini dibebankan

pada DIPA Pengadilan Agama Surakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor | SP-DIPA

005.04.2.401181/2022 tanggal 17 November 2022,

. Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran

Pengadilan Agama Surakaria;

. Jumlah imbalan jasa kepada Pemben layanan bantuan hukum dibenkan sebesar Rp.
,:‘:E.IEI:I-.D-I:IH,- ({tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk pajak

BAE Xl
PEMBAYARAN ATAS FRESTASI

Pasal 14

Pembayaran imbalan jasa dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara
termin setiap saftu bulan sekali pada bulan berkenaan, setelah kewajiban Pelaporan dan
permintaan pembayaran telah disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA,;
Jumlah jam layanan yang harus dilaksanakan sasual dengan output DIPA yaitu sejumiah
591 orang dengan jumiah layanan hanan sebesar 5 jam layanan,

Pembayaran dilakukan setelah dokumen pendukung diterima oleh Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan melalui Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan maupun Berita Acara Serah Tenma
Hazil Pekerjaan.



BAB Xl
KETENTUAN LAIN
Fasal 15

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang
balaku,

2. Perjanjian Kerjasama ini discsialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun
bersama-sama;

3 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perdanjian Kerjasama ini atsu pervbshan -
perubahan yang dipandang periu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah
tarnbahan (addendum) yang merupakan bagian tidek terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama
i,

BAB XIV
PENUTUP
Fasal 16

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asl dan bermeterai
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yvang sama untuk masing - masing pthak setelah
ditandatangani oleh FARA PIHAK,

2. Parjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerasama yvang baik, untuk dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA FIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang

belaku.
FIHAK KEDUA FiHAK PERTAMA
(Yang Menernma Perintah) {¥ang Memberi Perintah)

: 'Eﬂis I-Euicurn HAM dan I'iajian Kebijakan Publik Pejabat Pembuat Komitman




